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Abstraksi 
 
 
Sebagai ibukota propinsi Jawa Timur kota  Surabaya merupakan salah satu 
pusat dagang dan sentra industri, maka pemerintahan kota dituntut mampu melasanakan 
pembangunan daerah. Untuk itu perlu adanya sumber - sumber pendapatan, salah satunya 
dari pajak khususnya pajak hiburan. Peningkatan pajak hiburan dari tahun ke tahun 
diupayakan untuk dapat meningkat, mengingat penerimaan pajak hiburan merupakan 
komponen dari pajak daerah yang potensial. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Faktor Tingkat Inflasi, Pendapatan Perkapita, 
Jumlah Tempat Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan dalam membandingkan 
kondisi sebelum dan sesudah krisis moneter di kota Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Pusat 
Statistik Jawa Timur dan kantor Dinas Pariwisata Daerah kota Surabaya. Mulai tahun 
1999-2007, data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 
melalui ujiu F , uji-t dengan analisa klasik BLUE dan variable Dummy. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan hubungan 
yang nyata antara tingkat inflasi, pendapatan perkapita dan jumlah tempat hiburan 
terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya. Dengan hasil pengujian F hitung 
=14,873 > F tabel = 3,36 sedangkan secara parsial, tingkat inflasi (X1) tidak berpengaruh 
nyata terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya (Y) dengan hasil peroleh t 
hitung = -1,024 < t tabel = 2,201, variabel parsial jumlah tempat hiburan (X2) tidak 
berpengaruh nyata terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya (Y) dengan hasil 
t hitung = -1,008 < t tabel = 2,201, variabel pendapatan perkapita (X3) berpengaruh nyata 
terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya (Y) dengan nilai hitung t hitung = 
4,442 > t tabel = 2,201, nilai t hitung pada variabel Dummy sebesar – 2,861 < t tabel = 
2,201, hali ini menyebabkan adanya perbedaan penerimaan pajak hiburan di kota 
Surabaya. 
 
 
Kata kunci : Penerimaan pajak hiburan,tingkat inflasi,pendapatan perkapita,jumlah 
tempat hiburan. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Negara Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat 
melakukan pembangunan di segala aspek. Pembangunan tersebut dilakukan 
tidak lain untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 
1945, yaitu masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan 
rakyat dalam suatu perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis 
dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan 
damai; dapat dikatakan bahwa pembangunan itu berdasarkan keselarasan, 
keserasian, dan keseimbangan antara mengejar kemajuan lahiriah dan 
batiniah. 
Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan 
tidak untuk satu golongan atau sebagaian masyarakat, tetapi untuk seluruh 
masyarakat Indonesia, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat, 
(Suparmoko, 2006: 5). 
Disamping itu Indonesia juga merupakan salah satu negara yang 
terkena imbas dari krisis ekonomi berkepanjangan dan terjadi pada tahun 
setelah orde baru berakhir yaitu tahun 1998-1999. 
Hal-hal tersebut diawali pada masa Repelita I, dimana terjadi 
peristiwa “Malari” (Malapetaka Januari), maka 6 bulan sebelum berakhirnya 
Repelita VI perekonomian Indonesia secara spontan diserang ‘Krismon”, 
laksana badai yang menghancurkan segala aspek kehidupan. Bukti terhadap 
gejolaknya kehidupan yang kita rasakan yaitu kurs rupiah anjlok terhadap 
Dollar pada tanggal 21 Juli dari Rp. 2.450 menjadi Rp. 2.700 (-6%); 
kemudian nilai rupiah ini mencapai titik terendah pada posisi Rp. 17.000 per 
US$ pada tanggal 22 Januari 1998. Meskipun akhirnya mencapai kondisi 
stabil di posisi Rp. 8000 per US$ sepanjang tahun 1999-2000. Kondisi seperti 
ini menjadikan pemahaman masyarakat mengenai krisis ekonomi masih telak 
dan dapat dikatakan teratasi pada era saat ini, yang dibuktikan dengan terlihat 
pertumbuhan ekonomi mulai mencatat angka positif pada tingkat 3-4% per 
tahun ataukah ekonomi hanya bisa pulih jika dolar kembali Rp. 5.000 per 
US$. (Mubyarto, hal. 181). 
Sedangkan pembangunan itu sendiri adalah suatu usaha untuk 
mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dengan mendayagunakan dan 
memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta 
yang berakibat terjadinya pertumbuhan dan perubahan pada masyarakat, 
(Larasati, 1986: 3). 
Di sisi lain, Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari 
Pembangunan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban mensukseskan 
pembangunan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, setiap daerah 
harus mampu menggali segala sumber dana yang ada di daerahnya sendiri, 
yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing, 
sehingga kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak.  
Pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan tanpa 
kecuali, dari pajak dan retribusi daerah tersebut, diharapkan menjadi salah 
satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun 
daerahnya sendiri dengan pemberian hak otonomi. 
Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur 
dan mengurusi rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
(Siahaan, 2005: 14). 
Adapun perwujudan dari otonomi daerah dalam rangka pembangunan 
daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dikembangkan secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam 
pemberdayaan masyarakat. 
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah 
kesiapan daerah dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan 
penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan daerah dalam 
menghimpun pendapat sangatlah bervariasi, tergantung pada kondisi sumber 
daya alam daerah masing-masing. Hal ini berdampak pada besar tidaknya 
basis pajak di daerah-daerah yang bersangkutan. Selain itu juga, dapat dilihat 
dari kebutuhan belanja daerah untuk melaksanakan fungsi publik pada tiap-
tiap daerah yang sifatnya bervariasi, dimana sarana-prasarana dan 
infrastruktur lainnya masih ada yang belum memadai. 
Kota Surabaya  sebagai ibu kota Jawa Timur, juga merupakan kota 
terbesar ke-2 setelah Jakarta merupakan salah satu pusat dagang industri, 
maka pemerintah Kotamadya Surabaya harus dapat menyelenggarakan dan 
melaksanakan pembangunan daerahnya sebagian besar harus dengan 
kekuatan sendiri, dimana dibutuhkan sumber-sumber pendapatan dalam hal 
ini Pendapatan Asli Daerah.  
Daerah Surabaya dimana penduduk, budaya, bahasa dan beraneka 
ragam kegiatan serta ditambah kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap 
saat bersifat heterogen; maka tepat sekali pemerintah melalui instansinya 
melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengadakan jenis dan 
tempat hiburan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Karena dari jenis 
dan tempat hiburan inilah dapat diperoleh pajak, yaitu pajak hiburan. 
Pajak hiburan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang 
merupakan komponen dari pajak daerah bagi kota Surabaya, merupakan 
penerimaan daerah yang potensial, sehingga sangat relevan untuk 
meningkatkan pendapatan pajak dalam sektor penerimaan pajak hiburan.  
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 
adalah semua jenis pertunjukan, penerimaan, dan atau keramaian dengan 
nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang 
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga 
(Anonim, 1999: 348). 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemasukan pajak hiburan Kota 
Surabaya dilihat dari perkembangannya pada tahun 2003, sebesar Rp. 
12.610.170.000; tahun 2004 sebesar Rp. 13.984.787.000; tahun 2005 sebesar 
Rp. 15.541.609.000; tahun 2006 sebesar Rp. 18.117.304.000; sedangkan pada 
tahun 2007 penerimaan pendapatan pajak hiburan sebesar Rp. 20.692.999.000 
atau mengalami persentasi kenaikan sebesar 8%. 
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih mengintensifkan dan 
berupaya untuk meningkatkan pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah 
yang memiliki peran cukup besar, sehingga penulis tertarik untuk meneliti 
lebih jauh mengenai tingkat inflasi, jumlah tempat hiburan dan pendapatan 
perkapita terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dan batasan-batasan masalah yang 
ada, maka penulis rumuskan masalah dengan uraian sebagai berikut: 
1. Adakah pengaruh antara tingkat inflasi, jumlah tempat hiburan dan 
pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak hiburan sebelum dan 
sesudah krisis moneter di Kota Surabaya? 
2. Manakah faktor yang paling dominan antara tingkat inflasi, jumlah tempat 
hiburan dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak hiburan 
sebelum dan sesudah krisis moneter di Kota Surabaya? 
3. Seberapa jauh pengaruh faktor yang paling dominan terhadap penerimaan 
pajak hiburan sebelum dan sesudah krisis moneter di Kota Surabaya? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi, jumlah tempat 
hiburan dan pendapatan perkapita sebelum dan sesudah krisis moneter 
terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya. 
2. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan antara tingkat 
inflasi, jumlah tempat hiburan dan pendapatan perkapita sebelum dan 
sesudah krisis moneter terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota 
Surabaya. 
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor yang paling dominan 
terhadap penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah krisis moneter di 
Kota Surabaya? 
 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Dapat melatih diri dalam menyelesaikan tugas, melalui penelitian 
lebih dalam terhadap permasalahan yang ada hingga mengetahui akan 
keadaan yang sesungguhnya. 
2. Bagi Universitas 
Setelah terbentuknya hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai 
bahan referensi, baik bagi Universitas dalam hal perbendaharaan 
kepustakaan. 
3. Bagi Mahasiswa 
Sebagai sumber informasi para peneliti ilmu khususnya ilmu 
ekonomi untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam upaya 
pemecahan masalah yang dihadapi. 
